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PERATURAN BUPATI SAMPANG NO. 79 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG NO. 79 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG

membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan
serta tugas pembantuan

TUGAS FUNGSI
a. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan

dan pelatihan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan

pendidikan dan pelatihan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan
pelatihan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian dan
pendidikan dan pelatihan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan
serta tugas pembantuan

a. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan
dan pelatihan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan
pendidikan dan pelatihan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan
pelatihan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian dan
pendidikan dan pelatihan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

BKPSDM



(S.18) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, 
efektif dan efisien

(S.18) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, 
efektif dan efisien

(T.4) Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola kepemerintahan dan desa yang 
profesional dan berorientasi pada pelayaan publik

(T.4) Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola kepemerintahan dan desa yang 
profesional dan berorientasi pada pelayaan publik

VISIVISI
MISI 4 : Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan

berorientasi pada pelayanan publikMISIMISI

TUJUANTUJUAN

SASARANSASARAN

RPJMD
SAMPANG HEBAT BERMARTABATSAMPANG HEBAT BERMARTABAT

KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA BKPSDM 2019-2024

Sasaran RPJMD 
menjadi dasar
tujuan Renstra

Perangkat
Daerah(IS.34) Indeks Profesionalitas ASN(IS.34) Indeks Profesionalitas ASN

INDIKATOR 
SASARAN

INDIKATOR 
SASARAN

(IT.8) Indeks Reformasi Birokrasi(IT.8) Indeks Reformasi BirokrasiINDIKATOR 
TUJUAN

INDIKATOR 
TUJUAN

TUJUANTUJUAN

SASARANSASARAN

RENSTRA BKPSDM

1. Meningkatnya kualitas penataan ASN1. Meningkatnya kualitas penataan ASN

INDIKATOR 
KINERJA

INDIKATOR 
KINERJA

Sasaran RPJMD 
menjadi dasar
tujuan Renstra

Perangkat
Daerah

Meningkatnya SDM aparatur yang profesionalMeningkatnya SDM aparatur yang profesional

(IS.34) Indeks Profesionalitas ASN(IS.34) Indeks Profesionalitas ASN

INDIKATOR 
TUJUAN

INDIKATOR 
TUJUAN Indeks Profesionalitas ASNIndeks Profesionalitas ASN

INDIKATOR 
SASARAN

INDIKATOR 
SASARAN

1.1. Persentase penempatan aparatur
sesuai kompetensi

2.1. Persentase jumlah ASN dengan
nilai PPK minimal “baik”

2. Meningkatnya kinerja ASN2. Meningkatnya kinerja ASN



PROSES BISNIS BKPSDM

REGULASI

DANA
MANAJEMEN 

ASN
ASN PROFESIONAL

SDM

INPUT PROSES OUTPUT / 
OUTCOME



a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan; 
b. Pengadaan; 
c. Pangkat dan Jabatan; 
d. Pengembangan karier; 
e. Pola karier; 
f. Promosi; 
g. Mutasi; 
h. Penilaian kinerja; 
i. Penggajian dan tunjangan; 
j. Penghargaan; 
k. Disiplin; 
l. Pemberhentian; 
m. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
n. Perlindungan. 

a. Penetapan kebutuhan; 
b. Pengadaan; 
c. Penilaian kinerja; 
d. Penggajian dan tunjangan; 
e. Pengembangan kompetensi; 
f. Penghargaan; 
g. Disiplin; 
h. Pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
i. Perlindungan

MANAJEMEN PNS (PP 11 / 2017) MANAJEMEN PPPK (PP 49 / 2018)

UNDANG –UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan; 
b. Pengadaan; 
c. Pangkat dan Jabatan; 
d. Pengembangan karier; 
e. Pola karier; 
f. Promosi; 
g. Mutasi; 
h. Penilaian kinerja; 
i. Penggajian dan tunjangan; 
j. Penghargaan; 
k. Disiplin; 
l. Pemberhentian; 
m. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
n. Perlindungan. 

a. Penetapan kebutuhan; 
b. Pengadaan; 
c. Penilaian kinerja; 
d. Penggajian dan tunjangan; 
e. Pengembangan kompetensi; 
f. Penghargaan; 
g. Disiplin; 
h. Pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
i. Perlindungan



, 

PROSES BISNIS

STAKEHOLDERS
Bupati, DPRD, ASN, OPD

HASIL/OUTPUT

• Pengelolaan SDM dan Aparatur
• Pengelolaan Administrasi Umum
• Pengelolaan Kinerja dan Anggaran

PROSES BISNIS MANAJEMEN

PROSES BISNIS INTI

HASIL/OUTPUTHASIL/OUTPUT

MANFAAT/OUTCOME

• Pengadaan dan Pengembangan Aparatur
• Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur
• Pengendalian SDM Aparatur
• Peningkatan Kualitas Data dan Informasi

• Perencanaan Kinerja dan Anggaran
• Perencanaan Organisasi
• Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan

PROSES BISNIS LAINNYA



Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisienL. 0

L. 2
PENETAPAN 

KEBUTUHAN DAN 
PENGADAAN

PENATAAN PENGEMBANGAN 
KOMPETENSI

Penyusunan
Kebutuhan

dan
Rekrutmen

Mutasi
dan

Promosi

Pengelolaan
Penilaian Kinerja Pembinaan ASNPangkat

PROSES BISNIS INTI BKPSDM

L. 1 Meningkatnya SDM aparatur yang profesional

Kinerja Disiplin

PENGEMBANGAN 
KARIR PNS

PENILAIAN 
KINERJA PEMBINAAN

L. 3 Perencanaan
Diklat

Pelaksanaan
Diklat

Evaluasi
Diklat

Uji
Kompetensi

KompetensiKualifikasi

Pember
hentian

Kesejaht
eraan

Meningkatnya kualitas penataan ASN Meningkatnya kinerja ASN

Penyusunan
Kebutuhan

dan
Rekrutmen

Mutasi
dan

Promosi
Penyusunan

dokumen
formasi

Pengajuan
usulan ke
Menpan

Penetapan
kebutuhan

oleh Menpan

Pengumuman
Formasi

Seleksi

Pengumuman
Hasil Seleksi

Pengusulan
NIP, 

Penetapan dan
Penerbitan SK 

CPNS

Pengangkatan
CPNS menjadi

PNS

Koordinasi dan
Persiapan

Diklat

Pengiriman
Diklat

Pelaksanaan
Diklat

Laporan
Pelaksanan

Diklat

Penyusunan
Analisis

Kebutuhan
Diklat

Monev
Dampak

Diklat

Sosialisasi
Peraturan

Kepegawaian

Penanganan Kasus

Perencanaan
Mutasi dan

Promosi

Pengiriman
edaran KP

Verifikasi
usulan

Entri SAPK

Cetak
Usulan KP

Jika
disetujui, 

terbit
Persetujuan

Teknis

Penerbitan
SK KP

Rapat Tim 
Penilai Kinerja

Penetapan SK 
Jabatan

Pelantikan/ 
Pengambilan

Sumpah dalam
Jabatan

Evaluasi Tingkat 
Kehadiran

Perencanaan
Uji

Kompetensi

Pelaksanaan
Uji

Kompetensi

Penerbitan
Kenaikan

Gaji
Berkala

Fasilitasi
Pengharga

an

Usul
Pensiun

Verifikasi
dan Entri

SAPK

Cetak Usul
Pensiun

L. 4

Penerbitan SK 
Hukuman Disiplin

Monitoring dan
Evaluasi

Penerbitan
dan

Penetapan
SK Pensiun

Hasil Verifikasi
untuk Pemberian

TPP



SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

KOORDINASI DAN 
REKONSILIASI DATA

ENTRI DATA DASAR

UPDATE DATA

PERANGKAT 
DAERAH

BIDANG-BIDANG 
BKPSDM

BASIS DATA

Subsistem Perencanaan
dan Perekrutan SDM

Subsistem
Pengembangan

Kompetensi

Subsistem Mutasi SDM

Subsistem
Pengembangan Karier

Subsistem Penilaian
Kinerja

Subsistem
Pemberhentian

LAPORAN DATA ASN



CASCADING 
KINERJA

Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola kepemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi
pada pelayanan publik

Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola kepemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi
pada pelayanan publik

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisienMeningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

Opini BPK, Nilai SAKIP, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks SPBE

Meningkatnya SDM aparatur yang profesionalMeningkatnya SDM aparatur yang profesional

Indeks Profesionalitas ASN

Meningkatnya kualitas penataan ASNMeningkatnya kualitas penataan ASN

Persentase penempatan aparatur sesuai dengan
kompetensi
Target : 74%

Persentase penempatan aparatur sesuai dengan
kompetensi
Target : 74%

Persentase aparatur dengan nilai PPK minimal “baik”
Target : 80%

Tujuan RPJMDTujuan RPJMD

Sasaran 
RPJMD
Sasaran 
RPJMD

Tujuan PDTujuan PD

Sasaran PDSasaran PDMeningkatnya kinerja ASNMeningkatnya kinerja ASN

Persentase penempatan aparatur sesuai dengan
kompetensi
Target : 74%

Persentase penempatan aparatur sesuai dengan
kompetensi
Target : 74%

Persentase aparatur dengan nilai PPK minimal “baik”
Target : 80%

Program Kepegawaian Daerah

• Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yg
ditetapkan
Target : 100%

• Persentase data ASN yang akurat
Target : 100%

• Persentase ASN yg tidak melakukan pelanggaran disiplin
Target : 100%

• Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu
Target : 100%

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya
Target : 6%



Bidang Informasi dan
Pembinaan Aparatur

Sub Bidang 
Formasi dan
Pengadaan

Sub Bidang 
Pengolahan Data 

dan Sistem
Informasi

Sub Bidang
Pembinaan

Aparatur

Program Kepegawaian Daerah

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
ASN

Penilaian dan Evaluasi 
Kinerja Aparatur

PENETAPAN KEBUTUHAN 
DAN PENGADAAN

PERBANDINGAN
PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

Penyusunan Kebutuhan
dan Rekrutmen

Menyusun dokumen
formasi

Mengajukan usulan ke
Menpan

Pengelolaan Penilaian
Kinerja

PENILAIAN KINERJA

Evaluasi Tingkat 
Kehadiran

Pembinaan ASN

PEMBINAAN

Persiapan Pembinaan
Sosialisasi Peraturan

Kepegawaian

Dibentuk Subid baru
yang menangani
penilaian kinerja

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
ASN

Penilaian dan Evaluasi 
Kinerja Aparatur

Sub Bidang Formasi dan
Pengadaan

Sub Bidang Pengolahan
Data dan Sistem Informasi

Sub Bidang Pembinaan
Aparatur

SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN

Penyusunan Rencana
Kebutuhan, Jenis dan
Jumlah Jabatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan
ASN

Pengelolaan Sistem
Informasi Kepegawaian

Pembinaan Disiplin
ASN

Koordinasi dan Fasilitasi 
Pengadaan PNS dan PPPK

Pengelolaan Data 
Kepegawaian

Pengelolaan 
Penyelesaian 
Pelanggaran Disiplin 
ASN

Pelayanan Proses Izin
Perceraian Pegawai

Seleksi

Pengumuman Hasil
Seleksi

Pengusulan NIP, 
Penetapan dan

Penerbitan SK CPNS

Pengangkatan CPNS 
menjadi PNS

Mengajukan usulan ke
Menpan

Penetapan kebutuhan
oleh Menpan

Pengumuman Formasi

Hasil Verifikasi untuk
Pemberian TPP

Persiapan Pembinaan
Sosialisasi Peraturan

Kepegawaian

Penanganan Kasus

Pelanggaran
Disiplin

SK Hukuman Disiplin

Monitoring dan Evaluasi



SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

KOORDINASI DAN 
REKONSILIASI DATA

ENTRI DATA DASAR

UPDATE 
DATA

PERANGKAT 
DAERAH

BIDANG-BIDANG 
BKPSDM

Bidang Informasi dan
Pembinaan Aparatur

Sub Bidang Formasi
dan Pengadaan

Sub Bidang 
Pengolahan Data 

dan Sistem
Informasi

Sub Bidang
Pembinaan

Aparatur

PERBANDINGAN
PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

Program Kepegawaian Daerah

Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian ASN

Penilaian dan Evaluasi 
Kinerja AparaturUPDATE 

DATA

BASIS DATA

Subsistem
Perencanaan

dan Perekrutan
SDM

Subsistem
Pengembangan

Kompetensi

Subsistem
Mutasi SDM

Subsistem
Pengembangan

Karier

Subsistem
Penilaian Kinerja

Subsistem
Pemberhentian

LAPORAN DATA 
ASN

Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian ASN

Penilaian dan Evaluasi 
Kinerja Aparatur

Sub Bidang Formasi dan
Pengadaan

Sub Bidang Pengolahan
Data dan Sistem Informasi

Sub Bidang Pembinaan
Aparatur

SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN

Penyusunan Rencana
Kebutuhan, Jenis dan
Jumlah Jabatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan
ASN

Pengelolaan Sistem
Informasi Kepegawaian

Pembinaan Disiplin
ASN

Koordinasi dan Fasilitasi 
Pengadaan PNS dan PPPK

Pengelolaan Data 
Kepegawaian

Pengelolaan 
Penyelesaian 
Pelanggaran Disiplin 
ASN

Pelayanan Proses Izin
Perceraian Pegawai



Bidang Mutasi

Sub Bidang 
Mutasi Struktural

Sub Bidang 
Mutasi

Fungsional

Sub Bidang
Kepangkatan dan

Kesejahteraan
Aparatur

PERBANDINGAN
PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

Mutasi dan Promosi

Perencanaan Mutasi
dan Promosi

Seleksi Terbuka 
JPT

Rapat Tim Penilai
Kinerja

Pangkat Pemberhentian

Pengiriman edaran
KP

Verifikasi usulan

Entri SAPK

Kesejahteraan

Penerbitan
Kenaikan Gaji

Berkala

Fasilitasi
Penghargaan

PENATAAN

Usul Pensiun

Verifikasi dan Entri
SAPK

Cetak Usul Pensiun
Program Kepegawaian Daerah

Penetapan SK Jabatan

Pelantikan/ 
Pengambilan Sumpah

dalam Jabatan

Pengajuan ke
Bupati

Pengumuman
Seleksi JPT

Cetak Usulan KP

Jika disetujui, terbit
Persetujuan Teknis

Penerbitan SK KP

Penerbitan dan
Penetapan SK Pensiun

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Sub Bidang Mutasi
Struktural

Sub Bidang Mutasi
Fungsional

Sub Bidang
Kepangkatan dan

Kesejahteraan

SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN

Pengelolaan Promosi
ASN

Pengelolaan Mutasi
ASN

Pengelolaan Kenaikan
Pangkat ASN

Sosialisasi dan
Penyebaran Informasi
Jabatan
FungsionalASN

Koordinasi
Pelaksanaan
Administrasi
Pemberhentian

Pembinaan Jabatan
Fungsional ASN

Pengelolaan Tanda
Jasa Bagi Pegawai



Bidang Diklat dan Pengembangan
Karir Aparatur

Sub Bidang 
DiklatStruktural

Sub Bidang 
Diklat Teknis dan

Fungsional

Sub Bidang
Pengembangan
Karir Aparatur

PERBANDINGAN
PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

PENGEMBANGAN 
KOMPETENSI

Perencanaan
Diklat

Pelaksanaan
Diklat Evaluasi Diklat

Pengiriman
Diklat

Pelaksanaan
Diklat

Penyusunan
Analisis

Kebutuhan Diklat

Monev Dampak
Diklat

PENGEMBANGAN 
KARIR PNS

Uji Kompetensi

Perencanaan Uji
Kompetensi

Bisa digabung menjadi satu subid

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Mutasi
Kepegawaian

Sertifikasi, Kelembagaan, 
Peng. Kompetensi

Manajerial dan Fungs

Pengembangan Kompetensi
Teknis

Pengembangan
Kompetensi ASN

Koordinasi dan
Persiapan Diklat

Pelaksanaan
Diklat

Laporan
Pelaksanaan

Diklat

Penyusunan
Analisis

Kebutuhan Diklat
Perencanaan Uji

Kompetensi

Pelaksanaan Uji
Kompetensi

Hasil Uji Kompetensi

Sertifikasi, Kelembagaan, 
Peng. Kompetensi

Manajerial dan Fungs

Pengembangan Kompetensi
Teknis

Pengembangan
Kompetensi ASN

Sub Bidang Diklat
Struktural

Sub Bidang Diklat Teknis dan
Fungsional

Sub Bidang Peng. Karir
Aparatur

SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN

Penyelenggaraan 
Pengembangan 
Kompetensi bagi 
Pimpinan Daerah, 
Jabatan Pimpinan Tinggi, 
Jabatan Fungsional, 
Kepemimpinan dan 
Prajabatan

Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan
Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah 
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

Pengelolaan
Assessment Center

Pengelolaan
PendidikanLanjutan
ASN

Fasilitasi Lembaga
Profesi ASN



SOP KEGIATAN



Proses Bisnis
PENEMPATAN PNS

SUPPLIER INPUT PROCESS COSTUMER

Perangkat
Daerah

1. Usulan OPD
2. Kebutuhan

sesuai Anjab
SK Mutasi PNS PNS / OPD

OUTPUT

SK Mutasi

1. Usulan OPD
2. Kebutuhan

sesuai Anjab

Menghimpun
usulan

Membuat
perencanaan

mutasi

Memverifikasi
dan

mengolah
data

Membuat
konsep SK 

Mutasi
Pelantikan

Verifikasi Tim 
Penilai
Kinerja



Proses Bisnis
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

SUPPLIER INPUT PROCESS COSTUMER

Perangkat
Daerah

1. Calon peserta
Diklat Pim

Sertifikat Diklat Pim PNS / OPD

OUTPUT

Sertifikat
Diklat Pim

IV

1. Calon peserta
Diklat Pim

Melakukan
koordinasi

dengan
BPSDM 

Provinsi Jawa
Timur

Menginventari
sir pejabat
struktural

yang belum
mengikuti

Diklat Pim IV

Mengusulkan
calon peserta

Mengirim
daftar calon
peserta ke
BPSDM 

Provinsi Jawa
Timur

Mengirim
surat

panggilan ke
OPD

Menyelengga
rakan Diklat

Pim IV



Proses Bisnis
PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS

SUPPLIER INPUT PROCESS COSTUMER

Perangkat
Daerah

1. Aduan dari PD
2. Dugaan
3. Bukti (Hasil

Absensi, dll)

Sanksi / SK Hukuman
Disiplin PNS Indisipliner

OUTPUT

SK 
Hukuman

Disiplin

1. Aduan dari PD
2. Dugaan
3. Bukti (Hasil

Absensi, dll)

Sanksi / SK Hukuman
Disiplin

Panggilan
dinas kepada

PNS yang 
indisipliner

Pembinaan

Menerima
berkas LHP 

dari
Inspektorat

Menyusun
telaah staf

dan SK 
Hukuman
Disiplin

Sediaan
telaah staf

dan SK 
Hukuman
Disiplin

Menyerahkan
SK Hukuman

Disiplin



http://bkpsdm.sampangkab.go.id/


